PERJANJIAN KERJA SAMA

W20-A18/144.B/KU.01/1/2022
Tanggal 14 Januari 2022

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGKAJIAN DAN ANALISIS JUDISIAL (LBH
PANJI)

TENTANG

PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM )
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2022

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panji Nomor “3” Tanggal 8
Januari 2016 Notaris an. Rahmawati, S.H, dan Perubahan Nomor 01 Tangal

2 Maret 2018
7 Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara oleh Panitia Seleksi

(Pansel) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun

5022 Nomor: W20-A18/47/PL.09/1/2022 Tanggal 4 Januari 2022.
8. Surat Perintan Kerja Nomor: W20-A18/4144.A/KU.01/1/2022 Tanggal 14

Januari 2022,

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat belas bulan Januari tahun Dua ribu dua
puluh dua (14-01-2022), bertempat di kantor Pengadilan Agama
Sungguminasa, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yusran, S.Ag., M.H, dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-
A1/01/KU.01/SK/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, bertindak untuk dan atas
nama Pengadilan Agama Sungguminasa yang beralamat di Jin. Masjid Raya
Telp/Fax. 0411-864298, Sungguminasa, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA,
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2. Anqq Cudarni, S.HI, sebagai Ketua Dewan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Panji, alamat BTN Graha Matahari Permai, Desa Bontoala, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut PARA PIHAK),
secara bersama-sama bersepakat dalam bentuk Kontrak Kerja untuk kegiatan
penyedia layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada kantor Pengadilan
Agama Sungguminasa Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kontrak Kerja ini, yang dimaksud dengan :

1 Pos Bantuan Hukum adalah ruang/tempat pengaduan proses berperkara di
peradilan di tingkat pertama yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Sungguminasa;

2 Bantuan Hukum adalah layanan bantuan hukum dalam bentuk pembuatan
surat gugatan/surat permohonan dan pemberian advis atau konsultasi

hukum kepada masyarakat sebagai Pemohon bantuan hukum;

3 Petugas layanan bantuan hukum adalah PIHAK KEDUA yang bertugas di
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Ini;

4 Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat sebagai pencarl
keadilan/pihak-pihak yang berperkara, yang terdiri dari orang perseorangan
atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Sungguminasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1,2,
dan 3) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014;

BAB Il
ASAS dan TUJUAN
Pasal 2

1 Kontrak Kerja ini bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum
secara cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada
Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagal bagian dari penyelenggaraan
dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama,

berdasarkan asas.

a. Keadilan,

b. Sederhana, Cepat dan Biaya ringan;
c. Non diskriminatif;

d. Transparansi,

e. Akuntabilitas,

f Efektifitas dan Efisiensi;
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g. Bertanggung jawab, dan
h. Profesional.

2. Tujuan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
adalah untuk:

a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat di
Pengadilan :

. Memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses/memperolehtasi
informasi hukum, konsultasi hukum, advis, dan pembuatan dokumen
(surat gugatan/surat permohonan) dalam menjalani proses hukum di
pengadilan:

C. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum oleh PIHAK KEDUA dilakukan di ruang Pos
Bantuan Hukum pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa:

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas
adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang meliputi
bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan

pembuatan surat gugatan/surat permohonan, pemberian advis dan
konsultasi hukum:

3. Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk layanan Pos
Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi:

2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA
Pengadilan Agama Sungguminasa TA. 2022 yang ada pada PIHAK
PERTAMA.

b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan
olen pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan
pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.

3. Membuat jadwal hari dan jam kerja Iayanan_bantuan hukum pada Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa;
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4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan

hukum pacfla* Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa secara
berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali.:

S. Mefnbﬁzrlkgn sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi
perjanjian ini, berupa:
a. Teguran Lisan:
b. Teguran Tertulis:

C. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan Kontrak Kerja.

Pasal 5
PIHAK KEDUA :

: N!enunjuk dan menetapkan jumlah personil petugas layanan bantuan hukum
di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;

2. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang

telah ditentukan, sebagaimana hari dan jam kerja Pengadilan Agama
Sungguminasa;

3. Memerintahkan petugas layanan bantuan hukum untuk hadir pada hari dan
Jam yang telah ditentukan, sesuai Pasal 4 ayat (3) diatas atau turunannya
sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Kontrak kerja ini:

4. Membuat daftar/sistem rotasi petugas layanan bantuan hukum, serta
mengajukannnya ke Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa;

5. Berhak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas
Kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut
pada pasal 4 ayat (2) diatas;

6. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan bantuan
hukum, dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa;

7. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak
menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan
sarana pendukung lainnya;

8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja ini.;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 6

PIHAK KEDUA menyiapkan dan menempatkan petugas layanan bantuan
hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan
syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum 8
Islam; *a
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BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

1. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum (jasa

Advokat) kepada Penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon
dalam perkara yang sama.-

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana

yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan
perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa:

3. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memungut dan menerima

ﬁiakya!imbalanltambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan
ukum;

4. PIHAK KEDUI} dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk
menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

3, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama
menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan
Agama Sungguminasa, selain yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja
INi;

6. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan

Hukum Pquadilan Agama Sungguminasa untuk kegiatan lainnya kecuali
yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja ini:

/. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan, ramah
serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan profesionalitas:;

8. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra
dan martabat Pengadilan:

9. PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua
pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;

10. PIHAK KEDUA dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai aparatur
Pengadilan Agama Sungguminasa:

11. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-
sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 11
1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan untuk membahas permasalahan dan
perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan Kontrak Kerja ini;

2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan
terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pengampu
kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
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BAB Xl
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

PARAﬁ PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam
sebulan;

2. PARA PIHAK berkewaijiban melakukan evaluasi berkala minimal 1 (tiga) kali
dalam sebulan atas pelaksanaan Kontrak Kerja ini;

BAB XlIi
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak Kerja ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun Anggaran
2022 Nomor: DIPA-005.04.2.309069/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.

2 Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui
Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan cara
Pembayaran Langsung (LS) sistem Lumpsum sejumiah Rp. 71.906.400,-
(Tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah),

3. Pembayaran tersebut pada ayat (2) diatas sudah termasuk Pajak PPh Pasal

23 sebesar 2%. untuk disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara
BukanPajak (PNBP):

4 Pembayaran dimaksud melalui Bank BRI KC Watampone, Nomor Rekening
0118-01-008724-53-4 an. LBH PANJI. dengan NPWP Nomor: 83.485.883.9-
805.000 an. Lembaga Bantuan Hukum PANJI.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 14

Kontrak Kerja ini berlaku untuk tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas)
bulan hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2022 s/d 31 Desember

2022.
Pasal 15

Kontrak kerja berakhir dengan sendirinya apabila Pihak Kedua terbukti

1 Sekali meminta biaya jasa/imbalan secara langsung kepada
pemohon/penggugat, dan/atau pihak-pihak yang berperkara, atau terbukti
menjadi Kuada Hukum dari salah satu pihak yang berpekara;

2.2 (Dua) kali terbukti mengarahkan pemohon/penggugat, dan/atau pihak-
pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa advokat tertentu.
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keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada‘PPKﬁ maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugag
penyedia dengan adendum SPK

a. Apabll'a dipersyaratkan. penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinyq
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan. kerusakan, kehilangan, serta risiko lain|

yang tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. B_esamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
biaya SPK_

10. PENUGASAN PERSONEL
Pjen}feFll_aL tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, prose
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansiny
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan ata
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berit3l
acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel:

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel: dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampal dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan|
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK_
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan|

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihaﬁ
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaa

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

ﬂ.l‘

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrakterhadap kemajuan|

| pekerjaandalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluru
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebaga
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
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